PERATURAM BERSAMA
MAHKAMAH AGURNG REFUBLIK INDONESIA
OAM
HOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Momor: _02/PB/MASIXS2012
C2/PBST .EX/09/2012
TEMTAMG
PANDUAN PENEGAKAN KCDE ETIK CAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUEBLIK INDONESIA
DAN
KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan daiam Kode Elik dan Pedoman
Farlakl Hakim sebagaimans dimaksud dalam Keputusan Bersama
fetua Mahkamah Agung dan Kelus Komsi Yudisial MNamaor
047/ KMASKB/N 2008 — 2ISKRIP KY/IW20EG, pedu menetapkan
FPeraturon Berzama tentang Panduan FPenagakan Kode Etik dan
Padoman Perilaku Hakim.

Mengingat . 1. Undang-Undang Namar 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Lindang- Urdang Momor 14 Tahun 1985 tentang Mabkamah
Aoung {LemEbarzn Megara Republik Indonesia Tahun 2008
Momar 3, Tambahan Lembaran MNegara Republik ‘ndoresia
Momor 485E);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman {(Lembaran Megara Reputlik indonesia Tahun 2009
Memor 167. Tambahan Lembaran Meagara Republik Indonesia
Momor S07E);

3. Undang-Undang MNomar 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Feraturan Perundang-Undangan (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2011 Momoer 32. Tambahan Lemberan Megara
Fapublk Indonasia Momor 53247,

4. Undang—Undang Momeor 18 Tahun 2211 tentang Perubahan atas
(Lembaran hNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Momoer 108,
Tambahan Lembaran Negara Repubdik Indonesia Momaor 5250}

5 HKeputusan Bersama Ketuz Mahkamah Agung dan Ketua Komisi
Yudisial Nomo- 47/KMASKE/IN2008 — D2/SKBP KY/ING2008
tentang Kode Efik dan Pedoman Perilaku Hakim Junctc Futusan
Mahkamah Agung Namaor | 36 PIHUMZ011 Tanggal 9 Fabruar
2012

Memperhatikan : Hasil Rapet Pleno Tim Penghuturg dan Tim Asistensi yang dibentuk
bardasarksn:

1 Hzzil kesepakatan rapat kcordinasi antara Mahkamah Agung dan
Komisi Yudisial yang diizkukan pada tanggal B Desember 201 di
Mahkarmah Agurg,
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a. Surat  Keputusan Ketua Mahkamah  Agung  MNomor
Z1WKMASSKIXIN2011 tentang Pembertukan Tim Penghubung
Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Kerja Sama Mahkamah
Agung Rl dar Kamisi Yudisial RI;

3. Sural  Kepulusan ketua  Mahkamah  Agung Nomeorn
Z1TVKMASKAXNZ011  tentang  Pembeniukan Tim  Asistensi
Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Kerja Sama Mahkamah
Agung Rl dar Konmisi Yudisial RI;

4. Keputuzan Kemisi Yudisial Bl Momor: S/MERPP KY/I201 2 tentang
Pembeniukan Tim Penghubung dan Tim Sskretariat Penghubung
Kaomisl Yudisial dzlam Kerangka Kerjasama Komigi Yudisial dan
Mahkamah Agung;

5. Kaputusan Komisi Yudisial Rl Momor: 6/KEFP.KY/1/2012 tentang
Pembentukan Tim Asistensi Komisi Yudisial Dalam Kerangka
Kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

MEMUTUSKARN:

enetapkan : PERATURAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA DAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PANDUAN PEMEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN
PERILAKU HAKIM.

BAD |
KETENTUAN LMUM

Bagian Kesatu
Pangerdan

Pasal 1

Dalam peraturan cersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik dan Pedoman Perlaku Hakim adalah panduan keitamaan moral bagl setiap
hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan scbagaimana diatur dalam Surat
Keputusan Bersama “etua Mshkaman Agung Republik Indonesia dan Ketua Famisi
Yudigial Republix Indonesia Momor 047 KMASKBIVZ009 - 02EKEBFP KYINWZ0039
{anggal 8 April 2009 tentang Kode Etk dan Pedoman Perlaku Hakim.

2 Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang
berada disawshnye dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peraditon agama,
ingkungan peradilan militer, lingkungar peradilan tata usaha negara, termasuk hakirm ad
hoe dan hakim pengadilan pajak.

3. Pimpinan Mahkamah Agung adalah Ketua, Wakil Ketua Bidang Yudisial, Wakil Ketua
Bicang Mon Yodizia, dan para Ketua Muda pada Mahkamah Agung.

4. Pimpinan Mengadilan adalah:

a. Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilar Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkal
Pertama pada lingkungan Perzadilan Umurm, Peradilan Agama, dan Feradsan Tata
Uszaha Megarz;

b.  Kepala dan Wakl Kepala pada Pangadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi
dan Pengadilan Milter; sorta

. ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Pajak.

B, Peslaku hakim adalah sikap, ucapan, danfatau perbuatan yang dilekukan oieh ssorang
hakim calam kapasitas gribadinya vang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan

vang dilakukan pada waktin melaksanakan tugas profesi.
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B. Pualanggaran adalah selap sikap, ucapan. danfaiau perbuatan yang dilakukan oleh
searang Hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam Kode
Etik dan Pedomar Penlaku Hakim.

7 Pelapor adalah sefiap arang atzu badan yang menyampaikan zporan pengadian
mengoenai suaty dagaan pelanggaran.

8. Terapor adalah Hakim vang diduga meiakukan pelanggaran Kode Elik dan Pedoman
Perilaku Hakim.

B, Kenfimasi adalah tindeskan meminta informast untuk mampenelas suaty laporan
pengaduan kapada Pelapaor,

10, KElarifikasi adalah tindakan meminta penjelazan atau ketzrangan ‘ebih lanjut kepada
Terapor. Finmpinan Pengadilan, dan'atau pinak terkeit lainnya untuk mempefelas indikasi
sustu dugsan pelanggeran.

11, Pemeriksaan ada ah serangkaian kegiatan yang difakukan oleh tim pemeiksa dengan
rara meminta keferangan kepada pelasor, terlapor. saksi-saksi dan pihak-pihak tarkai
lainnya, mendasatkan dekumen-dekumen terkait, barang bukii, dan observasi lapangan
yang dinimpun dan kemudian dianalisa guna memberi keyakinan kepada tim pemeriksa
tentang terbuktl atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran,

12, Tim Pemerikga adalah fim vang dibentuk oleh pejakat yvang berwenang, unbk
melaksanakan pemeriksaan terhadap suatu dugasan pelargoaran.

13. ESanksi adalah sanksi administratif yang dkenzkan kepada hakim yang terbukti
melakukan pelanggaran.

14. Majelis Kenormatan Hakim adalah forum pembelaan din bagi hakim yang berdasarkan
hasil pemeriksaan dinyatakan terbukii melanggar ketenfuan sebagaimana diatur calam
peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhki sanksi berat berupe
pemberhentizn,

15. Hakim nonpalu adalah hakem yang dijatuhi sanksi tidak diperkenankan memeriksa dan
mengadili perkara dalam tenggang wakiu terteniu.

16. PFemberhentian acelah pemberhentian cengan harmat atau pemberhantian tidak dengan
normat.

17, Femberheniian sementara adalan pemberhentian untuk waxtu tertentu terhadap zeocrang
hakim sebeiurn adanya putusan pengadilan dalam cerkera pidena yang dijalaninya
bDerkekuatan hu<um tetap atau kepJtusan pemberhentian fetap sasual dengan paraturan
perundang-undangan.

18. Pemberhentian tetap dengan hak persiun sebagaimana dimaksud dengan Undang-
Undang MNomar 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2004 tentang Komisi Yudizial, dimaknai sebagei pembermentar dangan harmat.

149. Hari adalah hari kalender,

Bagian Kerdun
Maksud dan Tujuan

Pa=zs] 2

(1)  Panduar Penagakan Kode Ffik dan Pedoman Parilaku Hakim dimaksudkan setbagai
acuan dalam rengka manegakkan Kode Etik dan Pedoman Penlaku Hakim.

{2) Panduar Penegakan Kode Etlk dan Pedoman Perilasu Hakim berlujuan untuk
menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan Kode Etik dan Fedoman
Perilaku Hakim.
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Bagian Ketiga
Prinsip-Pringip

Pasal 3

(1}  Panduan Penegakar Kode Etk dan Pedoman Penlaku Hakim didasarkan pada prinsip-
prinsig:

independensi hakim dan pengadilan;

pradugz tidak bersaian;

penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadian;

fransparangi;

akuntakilitas,

kehati-hatian dan Kerahasizan:

ohiyektivitas;

efekiivitas dan efisiens:,

perlakuan vang sams; dan
B kemiiraan.

{2} Prinsip independensi hakm dan pengadilan dimaksudkan bahwa pelaksanaan
pengawasan fidak bolen mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara.

{30 Prinsip praduga tidak bersalah dimaksudkan bahwa Terlapor yang diperiksa berkaitan
dengan adanya dugazn pelanggaran dianggap tidak berzsalah sampai dengan dinvatakan
bersalah dan dijatuhi sanks administratif berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh
pejaoat yang benwvenang.

(4] Pnnsip penghargaan terhadap profesi hakim dan lembaga pengadilan dimaksudkan
bahwa kegia@an pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan
sedemikian rupa =gar sedapat mungkin tdak mencidersi kewibawaan hakim dan
pangadilan.

(&} Prinsip fransparansi dimeksudkan bahwa masyarakat dapat selalu mengaksesz, baik
secara akiif maupun secara pasif informas: publik yang berkaitan dengan kegiatan
pangawasan dan penanganan dugaan pelanggaran.

() Prinsip akuntabiitas dimaksudkan babwa dalam setisp kegiatan pengawasan dan
penanganan dugaan pelanggarar kode etik dan pedoman perilaku hakim, setiap peabat
pelaksana berkewajiban mempenanggunpiawabkan setiep findakan dan'ateu kebijakan
wang diambilrya, balk secara intemal kepaca kolega dan atasannys, maupun secara
akstarnal kepada masyarakal

7y Pringip kehati-hatizn dan kerahagiaan dimaksudkan bahwa seliap kegiatan pemeriksaan
vang berkaitan dengan dugaan celanggaren Kode Efik den Pedomsen Perlaku Hakim
dliakukan secara hati-hatl dan rasiinya bersifat rahasia.

i8]  Pnnsip oayektivitas cimaksudkan bahwa safiap kegiatan pengawasan dan penanganan
dugaan pelanggaran Kode Etik dan Fedoman Perilaku Hakim didasarkan pada kritena
dan parameter yang jeias

97 Prinsip efektivitea dan efisiensi, dimaksudken bahwa pengawasan dan pemerksaan
terhadap dugaan pelanggaran Kode Elik dan Fedoman Perlakue Hakim dilakukan secara
teaat wakiu dan tepat sasaran sasuai cengan ketertuan yang berlaku.

i(10) Prinsip perlakuan varg sams dimaksudkan bahwa dslam penanganan  dugaan
naelanggaran Kode Etk dan Pedoman Penlaku Rakim, Pelapor dan Tedapor meamiliki hak
dan diber kesempatan yarg sama.

i11) Prinslp kemitraan dimaksudkan bshwa WMahkamah Agung dan Xemisi Yudisial
bekerjagsama dan =saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan
pelangga-an Kode Etik dan Pedoman Perila<u Hakim.

O e a0 oo
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BAE K
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

FPasal 4

Kewajiban dan larangan bagi Hakim dijsbarkan dari 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan
FPzdoman Perilaku Hakim, vaitu;
terpenlaku adil;

Eeraenlaku jujur

barserilaku a0if dan bijakeana;
bersikap rmandiri;
berintegritas finggi;
bertanggung jawab:
menjunjung tinggi harga diri;
bardisiplin tinggi:

berperilaku rendah hati dan
Bersikap profesional.

TS TE he AN oD

(1}

(2}

(3}

Fazal §

Bemerilaku adil bermakna menempatkan sasuatu pada tempatnya dan memberikan yang
menjadi haknya, yang dicasar<an peda suatu prnsip bahwa Semua orang sams
kedudukannya di depan hukum, Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dar
keadilan adalah memberikan perla<uan dan memben kesempatan yang =ama (quaiity
ana faimess) terhadap seliap orang. Oles karenanya, sesearang vang mealakeanakan
tugas stau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab mensgekkan hukum
yang adll dan penar harus selalu berlaku adil dengan tidak membada-bedakan orang.
Kewaj ban Hakim dalam penerapan berperilaku adil sdzlzh;

= |

Hakim wajit melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas
pradigs tak berzalah, tanpa mengharapkan imbalan.

Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam meupun di luar pengadilan, dan tetap
menjaga sera manumbuhkan kepercayaan masyaraket pencan keadizn.

Ha<im wajib menghindari hakhal yang dapat mangakibatkan pencabuten haknya
untuk mengadili perkara yang bersangkutan.

Haxim dalam suaty proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang
teribat prosas persidancan untulk tidek mequnjukkan rasa suka atau tida< suka.
kepermpihakan, prasangka, alau pelecehan lerhadap suaty ras, jenis kelamin,
ggama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau
status sosial ekonoml maupun atas dasar kedekstan hubungan dangan pencari
kmadilan atau pihas-pihak yang tedibat dalam prozez peradilan baik  melalui
perkataan maupun tindakan.

Hakim harus memberikar keadilan kepada semus phak dan tidzk beritikad semata-
matad uniuk menghukum

Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya
pancar keadilan atau kuasanva yang mempunya kepentingan dalam suahi prosss
Fukum di Pengadilan.

Larangar bagi hakim dalam pensrapan berperilaku adil adalah:

4.

Hakirn dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara
atau kuasanva fe'masuk penuntul dan saksi berada dalam pesisi yang istimewa
untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan

P
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b Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan @sas suka atau
bdak suka, kelerpihasan, prasangka, etau pelecehan terhadap suatu ras, |enis
kelamin, agama. asal kebsangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau meantal, usia,
atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedskatan hubungan dengan
pencari keadilan atau pihak-pihak yang tedibat dalam proses peradilan baik melalu
perkataan maupun tindakan,

€.  Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atauw melakukan tndakan lain
vang dapat menimbulkan “kesar memihak, berarasangks, mengancam, atau
menvuduikan para phak atau kuasanya, atau saksi-sakst dan hamis  puois
manerapkan standar parilaky yang ssma bagi advokat penuntut, pegawai
pengadilan atau gihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang
bersangkutan.

d Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau phsk-aikak lain
untuk mempengaruhi, mengarahkan. atau mengonitel alannya sideng, sehingos
menimbulkan perbedzan perlskuan terhadap pora pihak yvang forkait dengan
perkara.

e Hakim tidak bDoleh berkomunikasi dengan pihak yarg berperkara di luar
persidangan, kecuali dilakukan di dalam fingkungan gedung pengadiian demi
kepantirgan kelancaran persidangan yang dilaku<an secara terbuka. diketabui
pinak-pihak vang berperkara, tidak melanggar pringip persamaan perla<uan dan
ketidak berpihakan.

Fasal 6

1) Berperlaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan babwa yang benar adalah
benar dan yang salah adaigh salah. Kejujuran mendeorong terbentuknya pribadi yang kuat
dan membanckitkan kesadaran akan Fakekat yang hak dan vang patil. Dengan demikian,
skan terwujud sikap pribadi vang tidak bemiha< lerhadap sehap orang beik dalam
persidangan maupun diluar persidangan,

v Kewajiban hakinn dalzm berperilaku wur adalah:

a.  Hakim harus berperilaku jujur {fair} dan mengnirdar cerbuatan yang tercela

.  Hakim harus barperltaku Jujur {fal} dan menghindar perbuatar vang dapat
menimbulkan kesan erceala.

ook Hakim harus memastikan bahwa sikap. tingkah laku dan tinoakannya. baik di daiam
maupun di luar pengadilzn, selaly menjaga dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat, ponegak hukum lain sarta para pikak barparkara, sahingga tarcermin
sikep xetidakbermpihakan hakim dan lembaga peradilan (impartiadin).

d.  Hakim wajib meleporkan sacara terfulis gratifkasi yang diterima kepada Komigi
Femberantasan Korupsi (KFK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan
Ketua Komisi Yudisizl paling lambat 30 {tigs puluht han kana terhitung sejzk tanggal
grafifikas tersebut diterima.

g Hakim wajib menyerahkan laporan kskayaan kepsda Komisi Femberantasan
Korupsl sebelum, selama, dan setelah menjgbat, serfa bersedis diperiksa
kakayaannya sebelum. selama dan setelah menjabat,

(3% Larangan bagi hakim dalam barperilaku jujur ada ak:

a. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan hamus mencegah suami ataw st hakim,
ocrang wa, ansk atau anggota keluarga hakim lainmya, uniuk meminia ateuw
menerima janjl, hadizh, hiban, werisan, pembeanan, panghargaan dan anjamean alsu
fasilitas dan:
1y advokat;

2} penuniut;
31 oreng yang sedang diadif,
4} pihak lamn yang kemungkinkan kKuat akan digdili;
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(4)

(1)

(2}

(3

] pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun fidak langswng
terhadap sugiu perkara vang sedang diadili atau kemungkinan kust akan
diadili oleh hakim yang hersangkutan yang sacara wajar {easonahle) patut
dignggag bertujuan atau mengandung maksugd untuk mempanearehi Hakim
dalam manjalankan tugas peradilannya.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau can segala

keadaan (cicumsfances) tidak akan diartikan stav  dimaksudkan  untul

mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan wigas-tugas peradilan, yaitu pamberian
yang bherasel deri saudara stau teman dalam  kesempatan terentu seperti
nerkawinan, ulang tahun, hari besar keggamaan, upgcard adat, perpisahan alay
neringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku. yang nilainya tida< melebih

Rp. 500.000.- (lima ratus nbu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam

peagertian hadizh ssbagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang aistur dalam

Undanc-Uncang Tirdak Pidana Keorupsi.

b. ~akim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadifan atau pihak lzin yang di
bawah pengaruh, petunjus< atau kewsnangan hakim yanc bersangkutan unuk
meminta atau menerma hadizh hibah, wansan, pembarian, pinjaman atau bantuan
apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau skan dilakukan atal
tidak dilaku<an ofeh hakim wvang bersangkutan berkaitan dengan tugae atau
fungsinya dari:

1}y advokat;

2V penuaidt;

3} arang yang sedang diadili olen haim tersebut;

4} pihak lain yvang kemungkinan kuat akan diadili olah hakim tersabu,

3} pihak yang memiiki kepentingan baik langsung maupun ldak lancsung
ternadap sualy perkara yang sedang diadili atau <emungkinan kuat akan
diadili oleh hakim yang bersargkutan vang sscara waar palut didugs
bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam reqjsiankan tugas peradilannya.

Dalam kaitannya dengan penerapan pedlaku jujur, ha<im dibelehkan menenma imbalan

dan ataw komoensasi biaya untuk kegatan ekstre yudisial dari pihak yang Soak

mempunyai korflik kepentingan. sepanjang Imbalan dan atau kempensasl terzebut Goak
mempengaruni selaksanaan tugss-tugas yudisial dan hakim yang bersangkutan.

Paszal 7

Harpariaku arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesual 0engan nomma-nanma
yang hidup dalam masyarakat balk norma-norma hukum, norma-nonma xeagamaan
kehiasan-kebigsan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi paos
sagt iu, sarts mampu mamparhitungkan akibat dan tindaikannya. Perilaku yarg arif dar
bijaksana mandarong terbentuknya pribadi yang bervawasan luas, mempunya tenggang
rasa vang linggi, bersikap hatl-hatl, sabar dan santun.

Kewajiban hakim dalam pensrapan berperilaku ant dan bijaksana adalah

a  Hakim wa ib menghindan tindakan tercela.

k. Hakim, dalam hubungan pribedinya dengan anggata profesi hukum lain yeng secars
teratur beracara di pengadilen, wajib manghindari situasi yang dapat menimbuikan
kecurigaan ataJ sikap kebernpihalkan.

c.  Hakim dalam menjslankan tugas-tugas yudisialnya wa o terbebas dari pengaruf
keluarga dan pingk keliga lainnya.

Larangan bagi hakim dalam penerapan bemperilaku arif dan bijaksara adalah:

z. lakim dilarang mengsdii perkara di mana anggata keluargs hakim  yang
bersangkutan bertindak mewakili suatu phak yang baipeikara alau sebagai pihak
vang memiliki kepentirgan dengan perkara lersebut
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] rakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan olzh searang anggota
sualu profesi hukum untuk menerima klien atau menenma anggota-anggota lainnya
dan profesi hukum tarsabut.

. Hakim dilarang manggunakan wibawa pengadilan untuk kspentingan  pnbadi
kaluzrga atad pihak ketiga lainnya.

d Hakim diarang mempergunakan katerangan yang diperclehnya dalam proses
peradiian untuk tujuan lain yang tidak terkat dengan wewenang dan lugas
yudisiainya.

. Hakim dilarang menaeluarkan pernyatasn  keapaca masyarakat yang  dapai
mempengaruhi, menghambal atau menggasggu berangsungnya proses peradilan
yang adil. independen dan tidak memihak.

f. Hakim tidak boleh memberi keterangan atsu pendapat mengenal substansi suatu
perkara di luar proses persidangan pengadiian, baik terhadap perkara vang
diparnkza atau diputusnya maupun perkara lain.

g. Hakim @dak boleh memben keterangan, pendapat komentsr, hknbk amau
pembenarar secara terbuka atas suatu perkara atau sutugan pangadilan baik yang
belum maupun vang sudah mempunysi ke<uatan hukum tetap dalam kondisi
ARADLN.

h. Hakim ftidak boleh memberi keterangan, pendapat, komenfar, krbk  atad
pembenarar secars terbuka atas sualu putusan pengadilan yang telan mem liki
ke<uatan hukum tetap. kecual dalam sebush forum ilmiah vang hasinys bdak
dimaksudkan untuk dipublikasikan vang dapat mempenganin putusan hakim dalam
parkara [ain.

i Hakim fidak boleh menjadi pengurus atas anggota dan partai politik.

i Hakim tidak bcleh secara terbuka menyatakan dukungan terhacap saich saw patai
politik.

K, Hzkim tidak boleh atau teribat dalam kegistan yang dapat menimbulkan
perzangkaan beralasan babhwa hakin terszbut mendukung suatu partai politik.

{4y Dalam keitennya dengan penerapan perilaky arf dan bjaksana, hakim diperbolehkan:

g membentuk atau ikut serta dalam orgarisasl para hakim stay wnit serts dalam
lembaga yang mewakill kepentingan para hakim.

E.  melakukan kegialan eksira yudisial, sepanjang tidak menggangu pelaksanaan tugas
yudisial, amtara lain menulis, memberi kuliah, mengajar dan Wt sera datam
kegiatan-kegiatan yang berkenzar dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan,
keadilan atau hal-hal vang ferksit dengannya.

C. menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau
informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara darn sualu perkara,
berdasarkan penugasan resmi can Pengadilan,

d.  mamberikan keterangan atau meanulis artikel dalam surat kabar atau erbitan berkala
dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya vang dimaksudkan untuk menginformasikan
kepada masyarakat mengenai hukum atau administras) peradilan s=cara umum
yang tidak barhubungan dengan masgalah substansi perkera eraenil.

e menulis, member kulish mengajar dan berpartisipas: dalam kegiatan keilmuan atau
suatu upaya pencershan mengenai hukum, sistern hukum, admimstrasi peradian
dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimacsuakan untuk
rmemanfaatkan poesizi Hakim dalam mambahas suatu perkara.

f menjabat sebagei pengurus atau anggota organisas| nirlaba yang berujuan uniuk
perbaikan hukum, sistemn hukurm, administrasi peradlan, lembaga aendidikan dan
sosizl kemasyarakatan, sepanjang tidak mempangaruni sikap kemandirian Hakim.
barpartsipasi daarm kegiatan kemasyarakatan dan amal yang bdak mengurangs
sikap natral (ketidakberpihakan) Hakim.
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Pazaid

Berperilaku ryandiri bermakna mampu bertindak sendiri ianpa bantuan pitak lam, bebas

dari campur tangan siapapun dan petas dari pengaruh apapun. Sikap mardin mendorong

terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang tegun pada prinsip dan keyakinan
gtes kebenaran sesuai tuntutan moral dan kewentuan hukum yang bardaku.

kewaliban hakim dalam penerapan berperilaku mandini adalah:

a. Hzkim hamus manjalankan fungsl peradilan secara mandii dan bebas dan
pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan baik yang bersifat langsung maupun
tidak langsung dari pihak marapun,

B, Hekim wajib bebas dari hubungan yang tidak patul dengan lembaga eksexutif
maupun legisiatit sera kelompok lain yang bespotensi mengancam kemandivian
lindependensi) Hakim dan Badan Peradilan.

C. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat keparcayean masysrakal
ierhadap Badan Peracilan.

Pasal 2

derperilaku berintegritas tinggl bermakna memiliki sikap dan kepdbadan vang utuh

hemwibawa jujur dan tinak tergoyahkan.

Intearitas tingai pada hakekstnys tarwujud pada sikap setiz dan tangguk berpegang pada

nila-nilai atav norma-norma vang berlaku dalam meiaksanakan tugas.

integrias tinggl akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan

sagala bentuk intervenst. dengan mengedepankan tuntutan  hati norani uniek

menegakkan kabenaran dan keadilan sera selzlu berusaha melakukan tugos dengan
cara cara terbaix untuk mencapal iuan terbeik.

Kewajiban Hekim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi adalah;

d Hakim harus berperiiaku bdak terceia

b.  Hakim harus menghindar hubungan. baik [angsung maupun tidak [angsung dengan
advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkars tengzh dipenksa olah
hakim yang baersangkuian.

= Hakirm harus membatasi hubungan yang akreb, baik langsung maupun dak
lEngsung dengan advokat yang serng berperkara o wilayah hukum pengadilan
tempat hakim tersebut menjakat.

d Hakim wajib bersikap terbuka dan membearikan infarmasi mengenal kepentingan
pribadi yang menunjukkan tidsk adarya konflik kepentingan daolam menangani
sliaabul e hara.

a. Ha<im harus mengetahul urusan keuangan prbadinya maupun beban-beban
keuangan lamnya dan hamus berupays secara wajar untuk mencetahul urusan
keuangan para anggota keluarganya.

f. Hakim yang memilik konflik kepantingan esbagaimana diatur dalam Fasal B avat (5)
huiuf ¢ dan huiaf d wajib menguncurkan din dan meamer ksa dan mengadili perkarz
yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan dinf harus dibuat seawal
mungkin untuk mengurargi dampak negetif yang mungkin tmbul terhadap lembaga
peradilan atau persengkean behwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidsk
berpihak.

g. apabila muncul keragu-raguan bagi hakim mengenzi kewajiban mengundurkan dir,
memeriksa dan mangadil suatu pe-kera, wajib meminta pedimbengan Ketua.

Larzngan bagi hakim dalam penerapan berperitaku berintegrtas tinggi adalah:

a. Hakim fidak boleh mengacili suatu perkara apabila memilik: konflik kspentingan,
balk karana hubungan pribadi dan kexelusrgaan, atau Aubungan-husungan I3in
varnyg deralasan (reasonabls) patut diduga mengandung kondik kepeniingan.
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b.  Hakim dilarang melakukan tewar-menzwar pitusan, mamperlambal pamenksaan
perkara, menunda sksekusi atau merunjuk advo<at tertentu dalam menangani
slatu parkara di pengadilan, kecual difenlukan lain oleh undang-undang.

G Hakim dilarang mengadili susiu perkara apabila memiliki ‘hubungan ksluamga, Ketua
Majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokst, dan panitera yang menangani
parkars terssnut.

d.  Hakim dilarang mengadili suaty perkara apabila hakim ftu memiliki huoungan
periemanan yang akrab dengan pihak yang berperkars, penuniul, advokal, yang
menangani perkara larsebut

e. Hakim dilarang mengadili suatu perka‘a apabilz pernah mengadii atau menjad
penuntut, advekat atau paniters dalam perkara tersebut oada persidangan di
pengadilan tingkat yang lekih rendah.

£ Hakim dilarang mengadill suatu perkara apakiia pemah menangam hakbal yang
berhubungar dergan perkara atau dengan para pihak yang akan diadii, saat
menjalatkan pekerjaan atau profesi lzin sebelum menjad hakim.

q. Hakim dilarang mengijinkan sesaarang yang akan menimoulkan <esan bahwa arang
tersebut sesksn-skan barada daam ososisi khusus yang dapat mempengaruhi
hakim secara ldak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.

h.  Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi
atau kelompok masgyarakst apabila hakim tersebot mash atau pernah axtif dalam
organisasi atau kelompok masyarakat tersabut.

I, Hakim difarang mengadili suatu perkara yang salah sstu pihakiya sdalah partai
politik apabila hakim tersebut masih atau pamah zkif dalam partal politik tersebut.

)i Hakim dilarang menggunskan wibawa [abatan s=pagal hakim univk mengear
kepentingan prbad, arggolas keluarga atau siapapun juga dalam Aubungan
finansial

k. Hakim dilarang mengijinksn pihak lain yang askan menimoulksn kesan bahwsa
seseqiang seskan-akan berada dalarm posisi <husus yang dapat memperoizh
keuniungsn finansial,

| Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telak memilki
prasangka yang berkaitan dengan salah sstu pihak atau mengetahui faklta atau
bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

m.  Hakim dilarang menenma janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjsman atau manfaat
izinnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari Pemenntah Daerakh,
waaupun pemberian tersebtut tdak mempengauhi pelaksanaan  tugas-lugas
wudisial

Dalam kaitannya dengan penerapan  berintegritas  Bnggy,  Pimpinan Pengadilan

diperbalehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lemoaga cksekutif dan lecistatif dan

dapat memberikan katerangan, pertimbangan sera nasihat bukum seiarna hal tersebut
tidak berhubungan dergan suatu perkera vang sedang disidangkan atau yang diduga
akan diajukan ke Pengsdiian,

Pasal 10

Berperilaku bertanggungjawab bermakna kesediaan urtux melaksanakan sebak-oaknya

seqala sasuafu yang menjadi wewenang dar twgasnya, sana memiliki kebaranian untuk

menanggung segala akbat atas pelaksanazn wewsnang dan tugasnya tersebut.

Kewaj ban hakim calam penerapan berpenlaku bartanggung jawak adalah

a. Hakim dilzrang manyalahgunakan jabatan untuk kepentingan prbach, keluarga atal
pihak lain.

h Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang perzifat rahasia.
vang ddspat dalam kedudukzn sebagai hakim, unhik tujuan yang tidak ads
hubungan dengar tugas-tugas peradilan.
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Pasgal 11

Barperilakuy manjunjung harga diri bermaknz bahwa pada diri manusia melekat martzbat

dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi cleh setiap orang.

Frinsip menjun ung tinggi harga diri, khususnya halkem, akan mendorang dan membentuk

pribach yang kuat dan tangguh, sehingga terbsntuk pribadi vang senantiasa menjaga

rahormatan dan martabat sehagai aparatur Peradilan,

Kewajiban hakim dalam penerapan berperiaku menjunjung herga diri adalan:

a Hakim harus menjaga kewibawaan serta martatat lembaga peradilan dan profes
baik di dalam maupun di luar pengadilan

. Hakim wajib menganjurkan agar anggofa keluarganye tidsk ikut dalarm <egistan
yang dapat mangeksploitasi jabatan ha<im tersebut.

Larangan bagi hakim dalam penerzpan aemperilaku menjunjung harga diri adalah:

a, Hakim diarang lelibal dalarm fransaksi keuangan dan irassaksi usaha yang
berpotensi memanfaatkan posisi sebagal Yakim.

b.  Hakim dilarang menjadi advokat, alau pekeriaan lsin yang terhubungan dengan
perkara.

L. Hakim dilarang bekerja dan menjalznkan fungsi sebagai layaknys seorang advokat
kecuali jika:

1} hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
2} membarikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau taman
sagama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum

d.  Hekim dilarzng bertindak ssbagai arbiter dalam kapasitas oribadi, kecuall barfindak
dalam jabatan yang secars tegas dipenniankan atau dipsrooiehkan dalam undang-
Jndang atau peraturan lain,

& Hakim dilarang berfindak sebagsl mediator dalam kapasitss pribad: kecual
betindak dalam jabatan yang secara tegas diperintzhkan atau diperhalahkan dalam
undang-undang atau peraturan lain

. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administralor atau kuasa pribad
lainmya, kecuali untuk urusan pribadi anggoa keluarga Haxim larsebu:, dan hanya
diperboehkan jika kegiatan ferssbul secars wajar {reasonable) tidak akan
mempeagaruhi pela<sanaan tugasava sebagal Hakim

. Hakim dilarang melakukan ranckap jabatan yang ditentukan cleh peraturan
perundang-undangan vang badaku,

Qalam penerapan perilaku menjunjung harga diri, mantan hakim dianjurkan dan sedapat

mungkin tidak menjalankan peksnaan sebagal advokat yano berpraktek di Pergadilan

terutama di lingkungar peradilan tempat yang bersangkutan perah menatat paling
sedikit salama 2 [dua) tahun setedah memasuki masa pensiun atau berhend sebagai
hakirn,

Pasal 12

Berperilaku digiplin bamakna ketaalan pada norma-norma slau kadah-kaidah yang
diyakini sebsgai penggilan luhur untuk mengemban amanah sarta kepercayaan
masysakal pencarni keadilan,

Disiplin finggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang teric di dalam melaksanakan
tugas, ixhiag dalam pengaocdian dan beruszha untuk menjadi teladan  dalam
lngkungannya. serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadany s

Fasal 13

Berpenlaku rendah kati bermakna kesadaran akan keterbzstasan kemampuan din, jach
rdan kesempumaar dan tefindar dan setian bentuk keangkuhan

P



(2] Rendah hati akan mendorong ierrentuknya sikap realistis, mau membuka din untuk terus
Eelajar, menghargai pendapat orang laln, menumbun kembangkan slkap fengdgang raza,
sera mewujudkan kesadarhanaan, panuh rasa syukur dar ikhlas di dalam mengemban
tugas.

(3) Dalam panerapan berpenlaku rendah hati, Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai
sebuah pengabdian yang tulus, pekeraan hakim bukan semata-mata sebagai mata
percahanan dalam lapangan kerja untuk mendapst penghasilan materi, melainkan
sehuah amanat yang akan dipertanggungjawatkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang
Maha Eza.

(47 Dalam penerapan berperlaku rendah hat, hakim tdak boleh bersikap, beringkahb laku
atau melakukan tincakan mencar popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dan
siapapun juga.

Pasal 14

{1y  Profasional bermakna suatu gsikap moral yarg dilandasi oleh tekad untiak melaksanakan
pekarjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian ates dasar
pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

{2) Sikap profesional akan mendorong terbentu<nya pribadi vang senantiasa menjaga dan
mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusahs untuk maning<alkan pangetahuan oan
kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien,

BAB it
YURISDIKSI

Pasal 15

Dalem melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yuodisial tidak dapat menyatakar
banar atau salahnya pertimbangan yuridis dan =substans putusan hakim

Pasal i&

Pemreriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Fasal 12 dan Pasal 14 yang merupakan
implemantasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prnsip bersikap profesional dilakukan oleh
Mahkamah Agung atau oleh Mahkamsh Agung bersema Kemisi Yudisial dalam hal ada wsulan
dari Kormsi Yudisial untuk dilzkukan pemernksaan bersama.

Pasal 17

{1} Dalam hal Komisi Yudisial menerima laporan dugaan pelanggaran kede etik yang juga
merupakar pelanggaran hukum acars, Komsi Yudisial dapast mengusulkan kepads
Mahkamah Agung untuk ditindaklanjul.

(Z) Dalam kal Mahkamah Agung meniiai hasil penelaahan atas lzporan masyarakat yang
ditisulcan olehKamisi Yudisial sehagaimana dimaksud ayat (1) tidak layak ditindakiznjuti,
Mahkamah Agung memberitahukan hal tersebut kepads Komiel Yudisial paling lama 30
{liga puluh; hari sejak hasil telaahan ditenma.

{3y Dalam Fal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas lsporan masyarakat yang
diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud ayat [1) layak difindakiznjuti,
Mahkamah Agung memberitahukan hasil tindak lanjut tersebut kepada Komisi Yudisial
paling lama 80 {enam puluh) hari sejak hasil felzahan diterima.
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BAB 1V
TINGKAT DAKN JEMIS PELANGGARARN

Pasal 18

Pelanggaran ringan meliputi pelangga-an atas;
Pasal B ayat (2) huraf b dan ¢;

Pagai 7 ayat (2) huruf a, b dan c

Pasal 7 ayat {3) huruf ¢, g, h can k;
Fasal 4 ayat {2) huruf b can o

Pasal 3 ayat (£) huruf e, d dar e

Pagal 8 ayat (5) huruf g, h. k, Idan m;
Pasal 11 ayat (4) huruf d e dan T,
Pasal 13 ayat (1), (2). (3} dan {4}
F'etanggaran sadang meliputi pelanggaran atas:
Pazal 5 ayat {3) huruf a dan &,

Pagal 6 gyat (2) huruf d dan &;

Fasal & ayvat (3 huruf a dan &

Pasal 7 ayat (3 huruf b, 2, f dan |;
Paszal & avat (4) huruf b dan g,

Pasal 9 ayat (5) huruf a, d dan j;

Pasal 11 ayat {3} huruf b,

Fasal 11 avat {4} hurus o

Felanggaran berat meliput pelanggaran atas:
Pasal 5 ayat (Z) hurui a, &, o, d, edan f
Pasal § ayat (3] huruf b, o dan 4

Dasal B ayvat (2} hurof a;

Pagal 7 ayat (3) hurof a, d dan §;

Paszal 3 ayat (2} huruf o,

Pasal 9 ayat {4) hural a dan T

Pasal 9 ayat {5) hurut 0, g, 2, fdan i,
Pasal 10 ayat (2) huruf a dan b;

Pasal 11 ayat (3) huruf a;

Pasal 11 ayat (4) huruf b, d dan g;

FsTemeaepPER Use "ogan A
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Pﬂlanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 dapat giklasifikasikan pelanggaran ringan,

sedang atau berat, tergantung dari dampak yang citimbulkannya.

BAB ¥V
SANKSI

Pasal 19

Earksi terdiri dari:

a.  sanksi iingan,

b sanksi sedang

L. sanksi barat

Eanksi ringan terdiri dan:

4. heguran lisan;

0, teguran tertulis;

e, pernyatazn tdak puas secara tertulis.
Sanksi sedang terdir dan:

3. penungdasn kenakan gaji herkala paling lama 1 (satu) &hun;
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br. penurunan gaji sebesar 1 (=atu) kali kenzikan gaji berkala paling lama 1 (sat.)
anhum

€. penundaan kenaikan pangkat paling fams 1 (satu) tahug;

d. Fakim nonpa.u paling lama § (enam) bulan,

2. mutas ke pengadilar lain dengan kelas yang lebih rendahy;

T pembatalan atau panangguhan promos.

{4} Sonksi berat terdin dar:

4. pembebasan dan jabatan;

h. Fakirn nonpa o kebinh dari 6 (anam) buian dan paling lama £ [dua) tahun;

c. penurunan pangkal pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3
(tiga) 1akun:

d. pemberkentizn ietap dengan hak pensiun;

8. paimberkentian fidak dengan hormar.

{5 Terhadap bakim yang diusulkan untuk diatuh pembarnentian teiap dzn pembelaan
dirinya telzh ditolak oleh Maizlis Kehormatan Hzkim, dikenakan pembsrhentian
sementars berdasarkan kepidusan Ketua Mahkamah Agurg.

18] Tingkat dan jenis sanksi yang dilatuhkan ternadap hezkim vang terbukti melakukan
pelanggaran berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran sebagaimana dima<sud dalem
Pasal 18 ayal (1), (2), can (3) dapat disimpangi dengan mempetmbangkan atar
belakang, tingkat keseriusan, dan/atau akibat dar pelanggarsn lersebul.

FPasal 20

{11  Sanksi sebagalimana diatur dalam Pasal 1% beraku untuk hakim karr pada pengadliarn
tingkat perlarna dan penoadilan tingkat bending

(71 Terhadap hakim di lingkungan peradilan miner, proses penjatuhan sanksi dibenkan
dengan memperhaiikan peraturan disiplin yang bedaku bagi prajurt Tertara Nasional

Indonesia,
Pasal 21

Tingkat dan jenis sanksi yang badaku bagi hakim ad hor terdit atas:

a. sanksi ringan berupa fegquran tertulis;

fa. sanks: sedang barupa nonpalu paling lama & (enam) bulan;

¢, sanksi berat berupa pernbernantian dengan harmat atau idak dengan hormat dan jabaian
nekim.

Pasal 22

Tingkat dan jenis sanksi yang beraku bagi Hakim Agung, terdir atas

a.  sanksiringan berupa lecuran tertulis,

b,  sanks: sadang berupa nonpalupaling lama B {enam) bulan;

G sanksi berat berupa pemberhentian dengan harmat atau Gidak dengan hormat dan jabatan

nakim;
BARB VI
PEJABAT YANG BERWENANG
Pasal 23

Pejabat yang berwenang mern atuhican sanks mengacu kepada peraturan perundang-undangan
vang berlaku
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Pasal 24

{10 K=putusan penjatuhan senksi ringan dinyatakan secera ertulis dan disampaikan olzh
pejabat yvang berwenang menghu<um <epada [erlapar.

{2 Kaputusan penjaluhan sanksi sedang dan bergt dinvatakan secars tertulis dan
disampaikan kepada Terdapor oleh pejabat yvang berwenang menghukum melalui Ketua

Pangadilan dimana Terlapor bartugas.

BAB VIl
KEFUTUSAN

Fasal 25

Keputusan penjatuhan sanksi palangaaran kode etk dan pedoman perilaku hakim tidak dapat
diajukan kebearatan.

Pasal Z6

(11 Sanksi vang dijaluhkan kepada hakim beraku zejak tanggal dizsampaikan oleh pejabat
yang berwenang kepada yang bersangkutan

(2 Apabila hakim yang aijstubi eankesi tidak hadir pads waktu peryampaian keputugan, masks
kepulusan e bedaku pada hari ketigas puluh teritung mulal tanggal yang ditentukan
untuk penyampaian keputusan tindakan tersebut

(37 Setiap keputusan penjatuhan sanksi kepada hakim d berikan itembusannya kepada
Homisi Yudista!

BAE X[
FEMUTUP
Fasal 2V

Peraturan Bersama ini rmulal berdaku sada tanggal diundangkan

Agar setiap osang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan Bersama Ini
dengan panempatannya dalam Berita Megara Republik Indonesia.
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